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RINGKASAN

Pemerintah melakukan langkah produktif dalam merestorasi tindak pidana serius
dan terorganisir adalah dengan melibatkan peran pelaku yang bekerjasama
(Justice Collaborator). Definisi Saksi Pelaku (Justice Collaborator) tercantum
pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yakni saksi pelaku
yang bekerjasama (Justice collaborator) merupakan salah satu pelaku tindak
pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam
kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses
peradilan. Selain itu, mengenai pengaturan Saksi Pelaku (Justice Collaborator)
walaupun sudah ada diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, namun masih terdapat
perbedaan penafsiran antar penegak hukumnya, dimana kedudukan SEMA sendiri
tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dapat
menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan dalam
penerapannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis kriteria
untuk dapat dijadikan sebagai Saksi Pelaku (Justice Collaborator) dalam
penegakan Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan besarnya kontribusi untuk
mendapatkan penghargaan atas kesaksian Saksi Pelaku (Justice Collaborator)
dalam persidangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian
sistematik hukum, yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan
tertentu atau hukum tertulis. Sesuai dengan sifat penelitian hukum yang
digunakan yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan kasus (Case
approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach). Untuk
menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum
primer maupun bahan hukum sekunder, yang dianalisis menggunakan
langkah-langkah normatif dan pembahasan yang dilakukan secara preskriptif.
Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan dibahas menggunakan metode
analisis teks.

Kriteria untuk dapat menjadi Saksi Pelaku (Justice Collaborator) ada diatur
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Namun dalam
tataran hierarki Peraturan Perundangan-Undangan SEMA ini tidak termasuk.



SEMA hanyalah peraturan kebijakan atau petunjuk internal bagi hakim dan
lingkup peradilan. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang ada
mengenai  Saksi Pelaku (Justice Collaborator) vyaitu Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2025 tidak ada mengatur mengenai kriteria Saksi Pelaku (Justice
Collaborator). Maka, SEMA tidak bisa dijadikan dasar oleh lembaga lain
terutama LPSK yang mengajukan Saksi Pelaku (Justice Collaborator). Suatu
peraturan perundang-undangan haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan hukum
masyarakat sekarang ini. Jika sampai sekarang masih menjadikan SEMA sebagai
dasar, maka belum bisa mengakomodir perkembangan hukum sekarang ini, serta
tidak bisa menjadi aturan dasar bagi lembaga lain dalam menentukan Saksi
Pelaku (Justice collaborator). Jika tidak ada Peraturan Perundang-Undangan yang
mengaturnya secara lebih jelas dan rinci maka dalam pemberian vonis oleh
Hakim akan terjadi perbedaan yang signifikan dalam kasus yang sama beratnya.
Untuk kedepannya, salah satu kriteria yang bisa dimasukkan ialah yang lebih
mengakomodir dari sisi keterangan dan psikis terdakwa dari awal ditetapkan
sebagai tersangka, apakah sangat berbeda-beda dalam proses hukum yang
berjalan sampai dengan ia mengajukan diri sebagai seorang Saksi Pelaku (Justice
collaborator).

Di Indonesia mengenai penghargaan bagi Saksi Pelaku (Justice Collaborator) ini
diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan
Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku. Walaupun telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, namun tetap dalam
pelaksanaannya  terdapat berbagai permasalahan, misalnya pemberian
penghargaan yang jauh berbeda, padahal kasusnya sama-sama merupakan tindak
pidana yang berat. Dalam mengukur besar kecilnya kontribusi yang diberikan
Saksi Pelaku (Justice Collaborator) sampai saat ini tidak ada diatur secara jelas
dan rinci dalam peraturan perundang-undangan manapun. Besarnya kontribusi
untuk mendapatkan penghargaan sebagai Saksi Pelaku (Justice Collaborator)
dalam persidangan haruslah signifikan dan sangat berarti dalam proses
pengungkapan tindak pidana. Besarannya juga harus diukur dari sejauh mana
keterangan  Saksi Pelaku (Justice Collaborator) dapat memecahkan kasus,
mengungkap jaringan kejahatan, dan mempercepat proses hukum sehingga
memberikan dampak positif bagi penegakan hukum dan pemulihan kerugian
negara. Penghargaan berupa keringanan pidana dan perlindungan hukum hanya
diberikan  jika  kontribusi  tersebut terbukti  signifikan dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, hakim dalam memberikan
vonis haruslah tetap memperhatikan berat tidaknya tindak pidana yang dilakukan,
hal ini untuk memastikan keadilan tetap dijalankan bagi semua pelaku yang
menjadi Saksi Pelaku (Justice Collaborator).
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ABSTRAK
Kata Kunci : Indonesia, Justice Collaborator, Sistem Peradilan Pidana.

Pemerintah melakukan langkah produktif dalam merestorasi tindak pidana serius
dan terorganisir adalah dengan melibatkan peran pelaku yang bekerjasama
(Justice Collaborator). Definisi Saksi Pelaku (Justice Collaborator) tercantum
pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yakni saksi pelaku
yang bekerjasama (Justice collaborator) merupakan salah satu pelaku tindak
pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam
kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses
peradilan. Selain itu, mengenai pengaturan Saksi Pelaku (Justice Collaborator)
walaupun sudah ada diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, namun masih terdapat
perbedaan penafsiran antar penegak hukumnya.

Kriteria untuk dapat menjadi Saksi Pelaku (Justice Collaborator) ada diatur
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Namun dalam
tataran hierarki Peraturan Perundangan-Undangan SEMA ini tidak termasuk.
SEMA hanyalah peraturan kebijakan atau petunjuk internal bagi hakim dan
lingkup peradilan. Maka, SEMA tidak bisa dijadikan dasar oleh lembaga lain
terutama LPSK yang mengajukan Saksi Pelaku (Justice Collaborator). Jika tidak
ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya secara lebih jelas dan rinci
maka dalam pemberian vonis oleh Hakim akan terjadi perbedaan yang signifikan
dalam kasus yang sama beratnya.

Di Indonesia mengenai penghargaan bagi Saksi Pelaku (Justice Collaborator) ini
diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan
Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku. Walaupun telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, namun tetap dalam
pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan, misalnya pemberian
penghargaan yang jauh berbeda, padahal kasusnya sama-sama merupakan tindak
pidana yang berat. Dalam mengukur besar kecilnya kontribusi yang diberikan
Saksi Pelaku (Justice Collaborator) sampai saat ini tidak ada diatur secara jelas
dan rinci dalam peraturan perundang-undangan manapun.
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ABSTRACT

Keywords : Indonesia, Justice Collaborator, Criminal Justice System.

The government has taken a productive step in restoring serious and organized
crime by involving the role of the perpetrator who cooperates (Justice
Collaborator). The definition of a Justice Collaborator is stated in the Supreme
Court Circular Letter Number 4 of 2011, namely that a Justice collaborator is one
of the perpetrators of a certain crime, recognizes what he has done, is not the
main perpetrator in the crime and provides information as a witness in the
Jjudicial process. In addition, regarding the regulation of Witnesses (Justice
Collaborator) although it has been regulated in the Supreme Court Circular
Letter and the Law on Witness and Victim Protection, but there are still differences
in interpretation between law enforcers.

The criteria for becoming a Witness to the Perpetrator (Justice Collaborator) are
regulated in Supreme Court Circular Letter No. 4/2011. However, this Circular
Letter is not included in the hierarchy of laws and regulations. SEMA is only a
policy regulation or internal guidance for judges and the judiciary. Therefore,
SEMA cannot be used as a basis by other institutions, especially LPSK, which
proposes a Witness to the Perpetrator (Justice Collaborator). If there is no
legislative regulation that regulates it more clearly and in detail, there will be
significant differences in sentencing by judges in cases of the same severity.

In Indonesia, the award for Witnesses (Justice Collaborators) is regulated in Law
Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection and Government
Regulation Number 24 of 2025 concerning Special Handling and Rewarding
Witnesses. Although it has been regulated in existing laws and regulations, there
are still various problems in its implementation, for example, the provision of
awards that are far different, even though the cases are both serious criminal acts.
In measuring the size of the contribution made by the Witness (Justice
Collaborator) until now there is no clear and detailed regulation in any
legislation.
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